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ABSTRAK : Bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang 

komprehensif terhadap ketentuan penyerahan dan verifikasi dukungan bakal 

Pasangan Calon perseorangan, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan 

penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon 

Perseorangan dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 

Tahun 2020. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota 

 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, 

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung 

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten 

Badung Nomor Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi 

Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Badung Tahun 2020 

 

Dasar  Hukum Keputusan Komisi  Pemilihan  Umum  ini adalah  : Undang-

Undang Nomor 69  Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat 

II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 



Tenggara Timur,   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958  Nomor 

1655); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah  

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program  dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah di ubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor15 Tahun 2019 tentang 

Tahapan, Program  dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 1042/PP.01.2-



Kpt/5103/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 

2020 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Badung Nomor 2135/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-Kab/XII/2019 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 

1042/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Badung Tahun 2020. 

 

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 2303/PL.02.2-

Kpt/5103/KPU-Kab/XII/2019 diatur tentang : Menetapkan Pedoman Teknis 

Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon 

Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020. 

 

CATATAN :   -  Keputusan KPU Kabupaten Badung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal   

31 Desember 2019. 

  -  Lampiran  27  Halaman 

   


